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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b,

BUPATI BENER MERIAH,

bahwa  pembangunan  nasional  dalam  bidang
pendidikan  dilnaksudkan  untuk  mencerdaskan
kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan  kualitas
manusia lndonesia yang berilnan, bertakwa dan
berakhlak mulia, schat dan cerdas serta menguasal
ilmu  pengetahuan  teknologi  dan  seni  untuk
mewuJudkan masyarakat yang lnaJu,adil,makmur dan
beradab;:

bahwa dalanl rangka rnencapai maksud pembangunan
nasiond  daltt  bidang  pendidikan  sebagailnana
dimaksud pada huruf a guna mewttudkan nild― nild
jl巧 ur,  peduli,  mandiri,  disiplin,  ketta  keras,
berani,tanttung jl押 wab, dan adil perlu dilakukan
kegiatan penyelenggaFaan Pendidikan Anti Korupsi
pada satuan pcndidikan;

bahwa  beFdaSarkan  pertimbangan  sebagaimana
dilnaksud  pada huruf a dan hurup b,  perlu
menetapakan    peraturan    Bupati    tentang
Penyelenttaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan
pendidikan.

Undang― Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
penyelenggaran Negara yttg Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan NepOtisme (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nolm[or 75,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang― Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik lndonesia
Nomor 3874} sebaga■mana telah diubah dengan
Undang― Undang Nol■or 20 Tahun 2001 tentang
PeFubahan atas Undang― Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 2001
Nomor 134,Tambahan Lembttan Negara Republik
lndonesia Nomor 4150);
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4. Undang― Undang  Nomor 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

Undangぃ undang Nomor ll Tahun 2006 Tentang
Pel田terintahan  Acch  {Lcmbaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

Undang― Undang  NomoF  23 Tahun 2014, tentang
PCittLCrintahan Dacrah (Lclmbaran Negara Republik
lndoncsia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tmbahan
Lcmbttan Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagailnna telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang‐Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undangtt Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanψ Lembaran  Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

Pcraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar  Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4496)
sebagailnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang perubahan atas Peraturan Pelmterintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lcmbaran Negtta Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5670);

Peraturan Pc]田LCrintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan  Agma  dan  Pendidikan  Keagamaan

{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
NolmLOr 124, Tttmibahan Lcmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4769);

Pcraturan Pc]田LCrintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lcmbaran Negtta Republik lndonesia Tahun
2008  Nol田 [Or  194, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik lndonesia Nomor 4941)sebagalmana telah
diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun
2017 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru tentang Guru
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017
NomoF 107, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
lndoncsia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan   dan   Penyelenttaraan   Pendidikan

(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lclmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5105)sebagalmana telah diubah
dengan_pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17   Tahun   2010   tentang  pengelolaan   dan
Penyclenggaraan  Pcndidikan  (Lembaran  Negara
Rcpublik lndoncsia Tahun 2010 Nomor l12,Tambahan
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Peraturan IMenteri Pendidikan dan Kebudttaan Nomor
79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum
2013;

Qanun Kabupaten Bcner lⅥcriah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pera,gkat Dacrah
Kabupaten  Bener  Meriah  (Lcmbartt  Dacrah
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor l18).

MEMUTUSKAN:

Mlenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN  ANTI  KORUPSI  PADA  SATUAN
PENDIDIKAN I

BAB l
KETENTUAN UMUM

Bttgian Kesatu
Pcngertian

Pasal l

DJaⅡI Pcratuan Bupatiini yang dilnaksud dengan i
l.Daerah Kabupaten ttdalah Kabupaten Bener Meriah

2.Pcmerintah Dacrah Kabupaten adalah Bupati sebagal
unsur penyclenttara pemerintahan dacrah yang
memilnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
mettadi kewenanga_n dacrtt otonom.

3.Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

4。 Dinas Pendidikan yang selanJutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pcndidkan Kabupaten Bener M[eri山 .

5.Kepa_la Dinas Pendidikan ttdalah Kcpda Dinas
Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mCWttudkan  suasana  belttar  d〔 m  prOses
pembelttaran ttar pescrta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk menliliki
kekuatan spiritual kel劉 gam血 , pengendalian diri,
kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta
keterampilan yang diperluktt dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara.

7. Satuan  Pendidikan  adalah  kelompok  layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jdur formtt dan nonformal,meliputi Tama■ Kanak―
Kanak,Sckolah  Dasar,  dan  Sckolah  Menengah
Pertarna,dan Pusat Kegiatan Bcl可 ar M[andiri(PKBM).

8。 Muatan lokal a_ddah bahan kttian atau mata
pelaJaran pada satuan pendidikan yang berisi
muatan dan proses pembelalaran tentang potensi dan
keunikan lokJ.

9. Penyclenggara  pendidikan   adalah   Pcmerintah
Daer〔遺■, tingkat satuan pendidikan, tenaga pcndidik
dan kependidikan,  dan atau  masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk mcnuttang
鴨  血

¬   … .
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10.JenJang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan  berdasarkan  tingkat  pengembangan
peserta didik,  tuJuan yang akan dicapd dan
kem〔Inpuan yang akan dikembangkan.

11.Kurikulum  addah  seperangkat  rencana  dan
pengaturan  mengenai  tuJuan,  lsl,  dan  bahan
pelalaFan  Serta  cara yang digunakan  sebagal
pedoman  penyelenttaraan  pembel〔ゴaran  untuk
mencapd tuJuan pendidikan tertentu.

12.Tenaga pendidikan adalah tenaga yang berkulittkasi
sebttd guru,dosen konseler,pamong belttar,widya
suara,tutor,instruktur,fasilitator,dan sebutan lJn
yang   sesuai   dengan   kekhususannya  serta
berpartisipasi dalam inenyelcnggarakan pendidikan.

13.Taman Kanak―kanak yang selanJutnya disingkat TK
ada_lah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jdur pendidikan formal yang
menyelenggarakan progranl pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat)tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.

14。 Sckolah Dasar yang selanJutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyeLnggarcまan pendidikan umu]m pada jcttang
pendidikan dasar。

15。 Sckolah  menengah  pertama  yang  selanJutnya
disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan   fornlal   yang   menyelenggarakan
pendidikan umum pada jettang pendidikan dasar
SCb鶴滅 1劉可utan dari SD,MI,atau bentuk ldn yang
sederttat atau lanJutan dari hasil belttar yang diakui

sama atau setara SD atau lⅥ I.

16.Pcserta didik addah anak usia tertentu yang sedang
mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK,
SD, SMP, dan PKBM sesu」  dengan syarat― syarat
yang ditcntukan.

17.Pcmbelttaran adaltt proses interaksi peserta didik
dengan pendidikan dan sumber belalar pada suatu
lingkungan bel〔巧ar。

18。 Nilai―nilJ ka_rakter adalah sikap dan perilaku yang
didasarkan pada norma dan nilJ yang berlaku
dilnasyarakat,yang mencakup aspek spiritual,aspek
persona1/kepribadian,  aspek  sosial,  dan  aspek
lingkungan.

19.Pcndidikan Anti Korupsi addah pendidikan yang
dilaksanakan di dacrah kota yang sebagian atau
seluruh kegiatan pembelttarannya bersumber dari
penanaman pendidikan karaktere

晦凛



B劉監ian kedua
Maksud dan tttuan

Pasa1 2

(1)MakSud penyelenttaraan Pendidikan Anti Korupsi
pada Satuan Pendidikan dalah untuk membentuk
peserta didik yang berilnan,jttur, peduli, mandiri,

disiplin,Lctta kCras,bera■ ■i,tanttungjawab,dan adil
scrta nl〔Inpu beradaptasi dengan lingkungannya
berwawasan luas,dan berbudi pekertiluhur.

(2)Penyelengg[ra孤■Pendidikan Anti Korupsi bertuJuan:
a.Mewttudkan  peningkatan  kcilnanan  dan
ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
bo Sebagtt pedoman b〔 電i Dinas untuk mewttudkan
masyarakat yang cerdas dan berkarakter unggul
melalui pelttanan yang prima;
c. Sebag」 pedoman bagi guru dalam memberikan
bilnbingan dan pengasuhan yang merupakan
bagian   tidak   terpisa_hkan   dari   proses
pembelttaran terhada_p peserta didik di sckolah;

d. ]Ⅵelatih peserta didik untuk membiasakan pola
hidup tertib,Inandiri,peduli,dan peka terhadap
lingkungan sckitarnya dengan mengaplikasikan
nil饉―nild k可可uran yang diperkenalkan melalui
proses pembelttaran di sekolah;

c.Mettadikan setiap pendidik〔 凛L Sebagtt sarana
pembentukan sikap dan perilaku positif dari
pescrta didik yang tidak terpisahkan dengan
rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
i  Micnjalin hubungan yang haHnonis dan sinergis
antara guru dan orang tua peserta didik dalam
meWttudkan cita―cita pendidikan dalam arti yalg
seluas-luasnya;
ge MenJalin hubungan yang harinOnis dan sincrgls
antara Dinas dengan perangkat dacrah dal〔 這n
memperkuat dan membangun karakter bdk
ma〔〕

1)ア
arakat Bener Meriah;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasa1 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai
berikut:
a. penyelengaraan pendidikan antikorupsi;
b. penghargaan;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. pembiayaan;

e. sanksi.

Bab HI



BAB IH

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi

diintegrasikan pada semua mata pembelajaran dan

kegiat"" pada satuan pendidikan untuk memberikan
penegasan mengenai nilai dan perilaku Anti Korupsi.

:     Pasa1 5

(1)Integrasi  Pcnyelenttaraan  Pendidikan  Anti
Korupsi pada semua mttla pel可 aran dan
kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana
dilnaksud dalanl pasa1 4 sebagai berikut:

No
Nilai dan Perilaku

Anti Korupsi
Ciri― Ciri

Mengenal perilaku
xortrpsi yang
har-us dihindari.

a. mengenal ciri-ciri perilaku
korupsi yang perlu dihindari;

b. terbiasa melakukan tugas secara
tepat waktu;

c. menunjukkan contoh kasus
perilaku korupsi yang diketahui
di rumah, disuatu pendidikan,
dan di masyarakat;

d. menunjukkan contoh kasus
perilaku yang tidak mengandung
unsur korupsi yang pernah
dilakukan siswa.

2. Berlaku jujur,
disiplin,
bertanggung
jawab, dan adil
dalam kehidupan
sehari-hari.

a, berani mengemukakan sesuatu
sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya;

b. terbiasa melakukan sesuatu
secara tepat wakhr;

c. terbiasa melaksanakan tugas
secara tepat wakfu;

d. terbiasa berlaku tidak memihak
kepada siapapun dalam
melakukan suatu tindakan.

3. Hanya menerima
sesuatu
pemberian sesuai
dengan menjadi
haknya.

menolak sesuahr pemberian yang
tidak sesuai dengan haknya;
tidak mau mengambil sesuatu
yang bukan haknya.

a.

b.

4. Menghormati dan
memenuhi hak
orang lain,

memberikan sesuatu kepada
orang lain sesuai dengan
haknya;
tidak pernah memberikan
kepada orang lain sesuatu yang
bukan menjadi haknya.

a.

b.

5。 Mampu
menganalisis
sebab dan akibat
dari perilaku
korupsi dalam
kehidupan
bermasyarakat
dan bernegara.

a. marnpu mengidentifikasi sebab-
sebab yang mendorong
timbulnya perilaku korupsi
dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernqgara;

b. mampu mengidentifikasi akibat
yang ditimbulkan dari perilaku
korupsi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara";

c. marnpu mengemukakan alasan
perlunya menghindari perilaku
korupsi dalam kehidrrpan
masyarakat dan bernegara.

6。 Mcmiliki.



6, Memiliki
kebanggaan
berperilaku  anti
korulDsi。

a, bangga terhadap p"rffi
Korupsi;

b. anti terhadap perilaku korupsi.

7. Membudayakan
perilaku anti
korupsi
dilingkungan
keluarga dan
masyarakat.

a. menyebarluaskan gagasan da,
keinginan untuk menghindari
perilaku kor-upsi;

b. menunjukkan komitmen untuk
menolak perilaku korupsi;

c. menjadi teladan perilaku anti
- korupsi.

(2) Integritas  Penyelenttarm  Pendidikan  Anti
Korupsi pada semua inata pelttaran dan kegiatan
pada satuan pendidikan sebagailnana dimaksud
pada ayat(1)dilakSanakan melalui KelompOk
Ketta Guru(KKG)/Musyawarah Guru Mata
Pelttar狙 (MGMP)dan Kelompok Ketta Kepala
Sckolah(K3S).

Bagian Kedua
Pcnerapan Pcndidikan Anti Korupsi

Paragraf I
Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sёbagailnana
dilnaksud dalam pasa1 5 dilaksanakan oleh:
a. Satuan pendidikan;
b. Tentta Pendidikan;
c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasa1 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi satuan
pendidikan  dilaksanakan  dengan  cara  sebagai
berikut:
a.Penyl田■paian Komitmen Anti Korupsi dalam
upactta dilaksanakan dengan cara lmLCmbaCakan
naskah “ Komitmen Anti Korupsi" pada seti叩
kegiatan upacara bJk upacara setiap hari senin,
upacara setiap tangga1 17,maupun upacara pada
hari“hari besar nasional yang dilakukan olch
salah satu siswa untuk kemudian diturunkan
olch semua peserta upacara;
b. Pcngadaan Kas sosial kelas dilakukan melalui
pengumpulan dana secara sukarela untuk kas
sosial kelas dengan tuJuan peserta didik dapat
mengelola keuangan kas sosial kclas sccara JuJur,

transparan,dan penuh tan“ ungjawab;



6。 Memiliki
kebanggaan
berperilaku  anti
korupsl。

a, bangga terhadap perilaku Anti
Korupsi;

b. anti terhadap perilaku korupsi.

7. Membudayakan
perilaku anti
kompsi
dilingkungan
keluarga dan
masyarakat.

a. menyebarluaskan gagasan dan
keinginan untuk menghindari
perilaku kon:psi;

b. menunjukkan komitmen untuk
menolak perilaku korupsi;

c. menjadi teladan perilaku anti
kortrpsi.

(2) Integritas  Penyelenttarm  Pendidikan  Anti
Korupsi pada semua mata pelttaran dan kegiatan
pada satuan pendidikan sebagailnana dilnaksud
pada ayat(1)dilakSanakan melalui Kelompok
Ketta Guru (KKG)/Musy〔】Varah Guru Mata
Pelttaral■ (MGMP)dan Kelompok Ketta Kepala
Sckolah(K3S}.

Bagian Kedua
Pcncrapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh:
a. Satuan pendidikan;
b. Tenaga Pendidikan;
c. Peserta Didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasa1 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi satuan
pendidikan  dilakSanakan  dengan  cara  sebagJ
berikut:

ao Pcnyampdan Komitmen Anti Korupsi dalam
upacara dilaksanakan dengan cara membacakan
naskah “ Komitmen Anti Korupsi" pada setiap
kegiatan upacara b滅k upacara setiap hari senin,
upacara setiap tangga1 17,maupun upЖ ara pada
hari―hari besar nasional yang dilakukan olch
salah satu siswa untuk kemudian diturunkan
olch semua peserta upacara;
b. Pengadaan Kas sosial kelas dilakukan mclalui
pengumpulan dana secaFa Sukarela untuk kas
sosial kelas dengan tuJuan peserta didik dapat
mengelola keuangan kas sosial kelas secarajttur,
transparan,dan penuh tanttungjawab;

C.



co pengadaan  POs Kehilangan  dan Benda Tak
Bertuan sebttai tempat penampungan benda_
benda yang ditemukan Oleh setiap wttga satuan

盟蹴常駆嵐壼1lav籍■teぶ=b忠dengan cara:
1.warga  satuan  pendidikan  yang  merasa
kchilangan sesuatu sctiap saat bisa datang ke
pos tersebut untuk mencaFi bγ ang nliliknya
yang hilang;

2。 Pengambilan barang yang hilang disert〔 五dengan
menyebutkan identitas diri, ciri― ciri barang,
warna barang,atau bentuk barang.

d. melibatkan  pihak l〔 通n  dalam  melaksanakan
Pendidikan Anti KoFupsi,antara ldn dunia usaha,
0)rganisasi Masyttakat,dan i,stanSi terkait;
e. Kegiatan l〔通n yang dilaksanakan 01ch satuan
pendidikan dalam rangka inendukung pendidikan
anti korupsi。

Paragraf 3
Tentta Pendidik

Pasa1 8

Pcnerapan pendidikan anti kOrupsi bagi Tenaga
Pcndidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

ao dibuat dalam modul kegiatan pembelttaran anti
korupsi sebalgal bahan aJar ataupun  pelengkap
Rencma Pelaksanatt PembelttaFan(RPP);
b. membina dan mengasuh Pcserta Didik ttar
berkarakter berdasarkan Nild dan Pc五 laku Anti
Korupsi;

co memfasilitasi peserta didik mengenali nild dan
perilaku  Anti  KoFupsi  pada  awal  kegiatan
pembelttaran  dan  kemudian  menguatkan/
memotivasi peserta didik untuk bertindak sesud
dengan salah satu atau seluruh nild dan prilaku
Anti Korupsi selama kegiatan pembelttaran
berlangsung;
d. pada  akhir  kegiatan
Pendidik:

pembelajaran Tenaga

1。 meretteksikan nild dan prilaku anti korupsi
yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan
pembelttaran berlangsung;
2. mengunci dan/atau menyilnpulkan di akhir
kegiatan pembel可 aran dengan cara mettelaSkan
hal‐ha1/karakteF bttk 電)a stta yang telah
nampak/terlihat dari peserta didik selama
kegiatan pembelttaran berlangsunge

Peserta didik
anti korupsi
dan pasal B.

Paragral 4
Peserta Didik

Pasal 9

melaksanakan penerapan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Bab IV



学     BAB VH
SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang udak]田 telaksanakan
Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesu灘
ketentuan peraturan perundang“ undangan.

BAB VHI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 14

1ntegrasi penyelenggaraan Pendidikan And Korupd
pada semua mata pelaJaran dan kegiatan pada Satuan
Pendidikan sebagaimana dilnaksud dalam pasa1 5
dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enan■

)

bulan saak Peraturan Bupad ini diundangkan.

Pasa1 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan3gal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bener Merlah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : *9_ Maqet ..29.?1._ Mtf Syaban L442 H

MERIAH,メ /

Diundangkan di
Pada tanggal :

Redelong
t9 Maret ZAZL M
t
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